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PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER GIGI DALAM 
PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 
ABSTRAK  
Pelaksanaan MEA dalam bidang kesehatan dapat mendegradasi peran dokter 
gigi Indonesia akibat integrasi tenaga kerja asing khususnya dokter gigi asing yang 
masuk di Indonesia, hal ini menjadi tanggungjawab bagi Pemerintah dalam 
memberikan proteksi bagi dokter gigi Indonesia, ditengah problematika regional atas 
ketidakmeratanya penyebaran dokter gigi di Indonesia yang dapat menjadi peluang 
dokter gigi asing, sehingga permasalahannya dalam konteks ini terkait perlindungan 
hukum bagi profesi dokter gigi Indonesia yang diatur dalam sistem hukum positif, dan 
bentuk perlindungan hukum bagi profesi dokter gigi mendatang, dengan melakukan 
pendekatan yuridis normatif, menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi profesi 
dokter gigi secara tekstual telah diatur dalam sistem hukum positif tetapi belum 
optimal sebab selain ketidakmerataan penyebaran dokter gigi Indonesia, juga belum 
dibatasinya praktek doketer gigi asing dan dapat dimungkinkan menjadi dokter gigi 
tetap. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan 
perlindungan hukum preventif berupa memperluas lapangan kerja dokter gigi, 
memberikan batasan waktu praktek bagi dokter gigi asing, menjalin koordinasi dengan 
institusi pelayanan kesehatan di daerah, selain itu perlindungan hukum represif dengan 
merubah ketentuan dalam peraturan yang menjadi hukum positif yang lebih 
memberikan perlindungan terhadap profesi dokter gigi. 
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LEGAL PROTECTION PROFESSIONAL DENTIST IN THE IMPLEMENTATION 
OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 
 
ABSTRACT 
 
Implementation of AEC in the field of health can degrade the role of Indonesian dentists 
due to the integration of foreign workers, especially foreign dentists who enter in 
Indonesia, it is the responsibility for the Government in providing protection for 
Indonesian dentists, amid regional problems over the unfairness of the spread of 
dentists in Indonesia can be a chance for foreign dentists, so the problem in this 
context relates to the legal protection of the Indonesian dentist profession set out in a 
positive legal system, and the form of legal protection for the upcoming dentist 
profession, taking a normative juridical approach, demonstrates that legal protection 
for the physician profession teeth are textually arranged in a positive legal system but 
not yet optimal because in addition to the inequality of the spread of Indonesian 
dentists, also has not limited the practice of foreign dentistry and can be a permanent 
dentist. Efforts to overcome these problems by providing preventive legal protection in 
the form of expanding dentist employment, providing time limits for practice for 
foreign dentists, coordinating with health service institutions in the region, in addition 
to repressive law protection by changing the provisions in the rules that become 
positive law giving more protection to dental profession. 
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BAB IV 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa penulis dalam pembahasan rumusan 
masalah dapat disimpulkan yaitu: 
1.  Profesi dokter gigi mendapatkan legitimasi perlindungan hukum dalam 
sistem hukum positif Indonesia tetapi tidak optimal, sebab tidak semua 
peraturan mengatur mengenai perlindungan hukum yang bersifat 
preventif dan represif, kelemahan dari peraturan saat ini tidak membatasi 
waktu kerja dokter gigi asing di Indonesia, kurangnya memberikan 
kesempatan kepada dokter gigi Indonesia untuk mengisi posisi pengganti 
dokter gigi asing yang telah melewati batas waktu izin praktik, dan 
pemerataan dokter gigi Indonesia belum menjangkau keseluruh lapisan 
pelayanan kesehatan di Indonesia. 
2.  Bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter gigi dalam 
pelaksanaan MEA di masa mendatang secara preventif melalui 
pembukaan lapangan kerja yang diprioritaskan untuk dokter gigi 
Indonesia, membatasi masa berlaku izin praktik dokter gigi asing, 
menjalin hubungan koordinasi dan supervisi antara pemerintah daerah, 
kementerian dan dinas terkait untuk perlindungan dokter gigi Indonesia. 
Selain itu perlindungan represif dengan melakukan evaluasi terhadap 
peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap profesi 
dokter gigi. 
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4.2 Saran 
Penulis memberikan rekomendasi dalam penulisan karya ilmiah ini 
kepada: 
1.  Pembentuk peraturan untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait 
perlindungan hukum terhadap profesi dokter gigi ditengah pelaksanaan 
MEA, untuk mengetahui kesesuaian antara das sein dan das sollen. 
2.  Bagi dokter gigi Indonesia dapat meningkatkan kapasitas kemampuan dan 
ilmu pengetahuan agar mampu bersaing dengan dokter gigi asing, dan 
bilamana dalam peraturan perundang-undangan ditemukan kerugian 
konstitusional yang dialami oleh dokter gigi Indonesia, maka dokter gigi 
Indonesia atas nama pribadi atau perhimpunan/organisasi dapat 
mengajukan judicial review kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang 
berwenang. 
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